
BUPATI NIAS, 
a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada 
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi 
sumber pendapatan asli daerah ; 

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan Daerah yang penting guna 
merubiayai penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk 
memantapkan Otonorni Daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab ; 
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dan a penataan organisasi ::, 
c. bahwa dengan a ~ arkan Undang-undang .. 

perangkat daerah be~ 9:9 ten tang. Pemerintah 't 
Nomor 22 Tahun D erah Kabupaten Nias. 
Daerah maka Peraturan a Retribusi Izin :f 

, 10 Tahun 1998 tentang . 
Nomor d' d kan perubahan sesua' . perlu ta a ·· Gangguan k k dan fungsi satuan-satuan ~ 
d gan tugas po O · ·., en. Daerah Kabupaten N1as ; . .·· 
kerja Perangkat ertimbangan sebaga1mana ~- 

d. bahwa berdasarkan p b dan c di atas, rnaka-'. 
dimaksud pada h~~~r~turan Daerah Kabupaten_:1. 
perlu menetapka ahan atas Peraturan Daerah , 
Nias tentang. Perub l O Tahun 1998 tentang ~- 
Kabupaten N1as Nomor . ·.: 
Retribusi Izin Gangguan ' . ; 

(Hinder Ordonant1e) ,. 
l. Undang-undang Ganggua~26 sebagaimana telah · .. • 

Stbl Tahun 19~6 Nomol a~ Stbl Tahun 1940 : , 
dirubah dan d1tambah eng . I 
Nomor 14 dan 450; 7 Drt Tahun 1956 ;: 

d Nomor ·· 2. Undang-un ang k Daerah Otonom : 
Pembentu an D h · tentang 

O 
dalam lingkungan aera ,: 

Kabupaten-kabupate U (Lembaran Negara ;: 
Propinsi Sumatera ~~ra Tambahan Lembaran \ 
Tahun 1956 Nomor ' ·:: 
Negara Nomor 1092) ; 8 Tahun 198 \ tcntang ... 

d ng Nomor ·· 3. Undang-un a n Hukum Acara Pidana 
Kitab Undang-unda ~ahun 1981 Nomor 76, .: 
(Lembaran Negara "')09) · ·'. Negara Nomor J- , • 
Tambahan Lembaran 18 Tahun 1997 tentang ·~ 

4 Undang-undang NomRor 'b si Daerah (Lembaran : 
. Pajak Daerah dan etn u 41 Tambahan ; 

Negara Tahun 1997 Nom3o6r93) 'sebagaimana : 
N Nomor , - , Lembaran cgare Undang-undang Nornot 34 : .. 

te\ah dirubah dengan P b han atas Undang· ; r 
Tahun 2000 tcntang eru a \ 9Q7 tcntang ' ' 

d Nomur l 8 Tahun . un ang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3258) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Ret:ibusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139); 

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Mengingat 
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t. 
·/ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
·,: a. Daerah adalah Kabupaten Nias ; 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ; 
Kepala Daerah adalah Bupati Nias ; 
Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan ·dan 
Energi Kabupaten Nias ; 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias ; 
Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ; 
Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah 
Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias ; 
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pcmberian izin gangguan dalam rangka pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepcntingan orang pribadi dan atau badan ; 
Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas 
pclayanan pemberian izin gangguan ; 

Pasal 1 

Oengan persetujuan 
TP' '1.-\S DEWAN PERW ,\K !L\N RAKY L\ T DAERAH Kt\BUP ,\ . 

··<Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 1998 
·, tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
;Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 1), khususnya ketentuan Pasal 1 

:·'-, diubah sebagai berikut : 
/ 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 10 
T AHUN 1998 TENT ANG RETR.IBUSI !ZIN 
GANGGUAN. 

MEMUTUSKAN : 
Pemerintah dan Rancangan 
Presiden ; . ~ 

1 o. Keputusan Menteri Dalan_i . N egen N_omor ~ ~: 
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negen '· .. 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Da~rah ; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 174 -~ 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara ; · 
Pemungutan Retribusi Daerah ; . ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negen No~or 17~ ;'. 
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemenksaan d1 / 
Bidanz Retribusi Daerah ; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 J 
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur .: 
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah \ 
dan Penerimaan Lain-lain ; ·i' 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomo~ _8 ;: 
Tahun t 99.i ientang Penghunjukkan Peny1d1k { 
Pegawai Negeri Sipil yang rnelakukan :: 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan , . 
Daerah yang memuat ketentuan Pidaoa :;' 
(Lembarai~ Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 .{ 
Nomor 4) ; . ,{ 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 ·-~ 
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan _, 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 \ 
Tahun l 999 Seri B Nomor l) ; i~ 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias ~o~or 4 ;:.. 
Tahun 200 l tentang Susunan Organisasr d.an ~ 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten N1as -'. 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 . t 
Nomor 11) ; "' 
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BINAHATI B. BAEHA 

D to 

BUPATI NIAS 
' 

2002 
Disahkan di GunungsitoJi 
pada tanggal 26 1 u 1 i 

. Pasal II 
[eraturan Daeral; ini mulai berlaku pada tanooaJ di d . 
: :::,:::, run angkan. 
gar set!ap orang rnengetahuinva, memerintahkan 

.aerah iru dengan penempata~nya dal L pengundangan Peraturan 
ras. am embaran D.aerah Kabupaten 

l~in dalam rangka melaksanabn ketentuan 
.r. ~1~ang Retribusi; perundang-undangan di 
}nyid,~an tindak pidana di bidang Retrib . 

ng dtlakukar. oleh Peny1'd1'k p . usi adalah serangkaian tindakan b . . egawa1 Nez · s· · - se ut Peny1d1k, untuk mencan serr gen ipil, yang selanjutnya 
k . . a rnenrrumpulk b k . u .ti ltu membuat teranz tindak id .:::, an u rn yang denzan · . ~ pi ana di bid R · . :::, '· rta menemukan tersangkanya. J ang etribusi yang terjadi 

,41\ 
,/ 

]. · Gangguan adalah dampak negatif dari suatu kegiatan usaha yang dapat J, 
menimbulkan bahaya, kerugian di111 gangguan terhadap kepentingan !; 
umum, masyarakat dan kelestarian lingkungan ; r 

k. Izin Gangguan adalah izm tertulis yang diberikan baf~ 
usaha/perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usahat 
yang menimbulkan gangguan bahava dan kerugian kepada masyarakst] 
sekitamya dan kelestarian lingkungan ; .. 

L Lokasi adalah letak tempat usaha di Daerah ; 
m. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas 

melakukan pemungutan retribusi ; ,. 
n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah { 

adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi \ 
yang terhutang ; Of 

o. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah i 
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mclakuku :t 
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain ·:, 
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ; .1;, 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat ~ 
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah·J, 
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan\ 
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi · administrasi dan jumlah \ 
retribusi yang masih harus dibayar ; '! 

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahaal 
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang:'. 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; . 

r Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lcbih Bayar, selanjutnya disingk( 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan'. 
pembayaran retribusi karena jumlah krcdit retribusi lebih besar darf 
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; :,. 

s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adal~ 
Surat untuk melakukan tagihan retribusi clan atau sanksi administ · 
berupa bunga dan atau denda; · 

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk men , 
mengumpulkan, mengolah data clan atau keterangan lainnya unni' 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajibnn Retribusi 
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:· UMUM 
1- 
\ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan 

-~,sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa 
; penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus 
':ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan 
\Retribu~i Daerah harus berdasarkan pada undang-undang. 
~- . 

erdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
ntang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

f ajak Daerah dan Retribusi Dae rah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan 
pengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan 

1:pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut 
. pat memberikan beban yang adil. 

uai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
'emerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran 
Jendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 
dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain 
berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu 

~~$Umber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
:-Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

1.!Dcngan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu 
\mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN NIAS 

NOMOR 17 TAHUN 2002 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERA TURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZL"N 

GANGGUAN 

' 

. \ en \ u K;.. oup ATEN \i1..\S 1.-\HL:'i :002 !'Jrnv!OR 39 :t: 
LE\IBAR..-\.:'\ D.--u:.~-\.D /\.l) • • .-:, 

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 

~~~,G 

Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 20 September 2002 
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,,.: 

Pasa! II 
Cukup jelas 

Pasal [ 
Pasal 1 

Cukup jelas 

PASAL DEl\'llPASAL 

., 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang) 
. ·I Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak\. 

Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi ,: 
peluang dalam menggali potensi surnber-sumber keuangannya dengsn] 
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telalf'· 
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi rnasyarakat: 
Bahwa unit kerja yang menangani penerbitan izin gangguan selama ini, 
adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Aka,, 
tetapi, dengan adanya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Nias;, 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001;. 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias: 
maka yang menangani perizinan perlu disesuaikan kembali dengan tugaf., 
pokok dan fungsi satuan-satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan1. 
Pernerintah Kabupaten Nias. Dengan Peraturan Daerah ini, maka yan{ 
menangani pemberian tzm gangguan udalah Dinas Perindustrisn :; 
Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabup.ucn Nias. 


